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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Dalam tatanan dunia internasional terdapat suatu pola ketergantungan yang saling menguntungkan antar negara-negara di dunia. Seiring dengan adanya peningkatan kepentingan setiap negara terutama dalam bidang ekonomi, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, menjadikan koneksitas antar negara sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Indonesia, yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, terlibat dalam kerjasama-kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain di internasional. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan politik luar negeri Indonesia yang memiliki kepentingan nasional di dalamnya. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kerjasama yang dilakukan, khususnya ketika kerjasama dilaksanakan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang politik, ekonomi ataupun keamanan.
Disamping itu, adanya keterbatasan sumber daya alam dan manusia, serta minimnya faktor-faktor produksi yang terjadi di berbagai negara, menjadi salah satu penyebab munculnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam bidang ekonomi antar negara bertujuan untuk memenuhi secara internal di dalam negerinya sendiri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu negara, maka negara tersebut harus berinteraksi dengan negara lain. Interaksi yang terjadi di antara dua negara atau lebih inilah yang dinamakan dengan Hubungan Internasional (Perwita & Yani, 2005: 4). Interaksi tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain hubungan atau kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral atau internasional (Perwita & Yani, 2005: 42). 
Kerjasama internasional dalam bidang ekonomi terjalin tidak hanya terbatas di antara negara-negara yang telah maju saja. Tetapi juga dapat dilakukan antara negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, yang memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan internal, sehingga negara-negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Pada hakekatnya prinsip kerjasama, baik bilateral maupun multilateral, adalah saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain tanpa melihat besar kecilnya atau mampu tidaknya suatu negara. Dengan demikian hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang tertentu dengan prinsip saling menghargai, menghormati dan menguntungkan. Tujuan akhir dari hubungan bilateral yang didasari prinsip-prinsip tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di masing-masing negara.
Di dalam penelitian ini, peneliti akan merujuk kepada interaksi dalam bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi. Indonesia dan Jepang sudah sejak tahun 1957 menjalin hubungan kerjasama, terutama dalam bidang perdagangan (Atmawinata dkk, 2008: 28). Hal ini dapat kita lihat sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia telah menjadi pemasok terbesar gas alam ke Jepang di mana angka pasokannya mencapai 50% - 70% ekspor LNG Indonesia ke Jepang (Atmawinata dkk, 2008: 28). Meskipun mempunyai hubungan sejarah yang buruk di masa lalu ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonialisme Jepang, namun hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Indonesia dan Jepang telah menjalin kerjasama di berbagai bidang lebih dari 55 tahun. Jepang merupakan negara mitra dagang utama Indonesia, baik dalam hal ekspor maupun impor. Jepang menempati peringkat pertama dengan pangsa pasar 12,72% sebagai negara tujuan utama ekspor non migas Indonesia pada tahun 2010 (Salam dkk, 2012: 20). Hal ini menunjukan bahwa Jepang merupakan mitra strategis yang sangat penting bagi Indonesia.
Sementara itu dalam kurun waktu yang sama, Jepang juga menempati peringkat kedua setelah Republik Rakyat China sebagai negara importir terbesar Indonesia dengan pangsa pasar 15,62% (Salam dkk, 2012: 20). Selain sebagai negara mitra dagang utama, Jepang juga merupakan investor utama Indonesia. Banyak investasi Jepang di Indonesia yang bergerak di sektor-sektor penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Jepang juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih komperehensif antara Indonesia dengan Jepang, pada masa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati adanya kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui penandatanganan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) (Salam dkk, 2012: 20). Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008 tentang pengesahan Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008 (Salam dkk, 2012: 21). Sebaliknya Jepang sudah jauh lebih berpengalaman melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Meksiko serta masih dalam perundingan dengan Korea Selatan, Thailand, dan Filipina (Munakata, 2006: 15-22).
IJEPA merupakan suatu bentuk dari perjanjian yang mewadahi segala bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Awalnya, IJEPA muncul berdasarkan Economic Partnership Agreement atau disingkat dengan EPA yang dibentuk oleh Jepang. EPA adalah sebuah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan penambahan imigrasi sebagai tambahan dari kesepakatan.
 Maka dapat diaphami bahwa EPA merupakan strategi kerjasama yang digunakan oleh Jepang dalam merangkul suatu negara atau kawasan yang menurutnya memiliki potensi bagi perkembangan perekonomiannya. Sebelum adanya IJEPA, kersasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang pernah menguat dengan terbentuknya Joint Study Group pada Juni 2003 yang membahas mengenai bentuk yang tepat dan masa depan kerjasama bilateral diantara kedua negara di kemudian hari (Derliana, 2011: 74).
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut menghasilkan beberapa poin dasar dalam kerangka IJEPA, antara lain (Kementerian Perdagangan n.d., diakses tanggal 9 Januari 2016) :
1. Memfasilitasi, mempromosikan, dan meliberalisasi perdagangan barang dan jasa antara Jepang dan Indonesia

2. Meningkatkan kesempatan investasi dan mempromosikan aktivitas investasi melalui penguatan perlindungan untuk investasi dan aktivitasnya antara Jepang – Indonesia.

3. Menjamin proteksi hak-hak intelektual dan mempromosikan kerjasama di bidang-bidang yang sudah disepakati.
4. Meningkatkan transparasi rezim pemerintahan kedua negara dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara Jepang-Indonesia.

5. Mempromosikan kompetisi.

6. Mengembangkan lingkungan bisnis diantara kedua belah pihak.

7. Membuat sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat di dalam bidang-bidang yang telah disepakati.

8. Menciptakan prosedur yang efektif untuk implementasi dan aplikassi kesepakatan ini untuk resolusi-resolusi dari pertikaian yang mungkin muncul dikemudian hari.
Kerjasama ini dilandasi oleh tiga pilar yakni fasilitasi perdagangan, liberalisasi, dan kerjasama (Atmawinata dkk, 2008: 26). Pilar pertama adalah fasilitasi perdagangan yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama dalam hal pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja bea cukai, penanganan di pelabuhan (port handling) dan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan; pilar kedua adalah liberalisasi yang membahas mengenai pengurangan atau penghapusan batasan dan hambatan lain perdagangan (penyederhanaan pengurusan/licensing dan peraturan terkait bisnis/business regulations; pilar terakhir adalah kerjasama yang membahas mengenai persetujuan bekerjasama di berbagai bidang di luar perdagangan dengan komitmen pihak Jepang untuk membantu membangun kapasitas (industrial capacity building) dari sumber-sumber daya yang penting/substansial bagi Indonesia (Atmawinata dkk, 2008: 26).
IJEPA sudah menjadi suatu bagian penting dari rencana dan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing global dalam bidang perdagangan, terutama dalam usaha pemerintah Indonesia mendukung pengusaha dan eksportir Indonesia untuk lebih maju dan berkembang agar bisa memenuhi persyaratan dan keinginan permintaan pasar Jepang yang sangat kompleks (Atmawinata dkk, 2008: 23). Di dalam perjanjian IJEPA, pihak Jepang menyatakan komitmennya akan membantu pihak Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industrinya agar produk/jasanya bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang melalui elemen perjanjian cooperation (Atmawinata, 2008: 23-24).
Salah satu faktor yang dituju pemerintah Indonesia dalam kerjasama dengan Jepang ini adalah peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang, terutama dalam ekspor non-migas. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sumber penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor memegang peranan penting dalam pembangunan nasional (Huda, 2006: 2). Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan mengekspor hasil-hasil yang diproduksi dari dalam negeri ke luar negeri. Hasil devisa yang didapat dari proses perdagangan ini dapat digunakan untuk pembangunan dalam negeri. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan ekspor seringkali mengalami hambatan, baik itu hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Hambatan tarif berupa adanya penetapan tarif oleh negara penerima terhadap komoditi ekspor yang masuk ke negaranya; sedangkan hambatan non-tarif berupa masalah pelabelan, standarisasi, isu dumping, dll (Barutu, 2008: 13).
Secara historis, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju sangat didukung oleh pertumbuhan ekspor sehingga negara-negara maju sangat didukung oleh pertumbuhan ekspor sehingga negara-negara tersebut berusaha menguasai pangsa ekspor dunia. Hampir semua negara memajukan pertumbuhan ekonomi mereka melalui pengembangan ekspor (Perwita & Yani, 2005: 80). Beberapa hasil kajian menunjukan bahwa ekspor memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Lubis, 2009: 2). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia meletakan ekspor sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Data dari Statistik Indonesia menunjukan bahwa ekspor barang dan jasa menjadi penyumbang terbesar kedua bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah konsumsi privat dengan sumbangan antara 8%-15% pada periode 2004-2007 (Lubis, 2009: 2). Kegiatan ekspor akan tetap memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian dalam negeri. Oleh sebab itu, arah kebijakan di bidang perdagangan ekspor ditunjukan untuk meningkatkan ekspor barang khususnya komoditi non-migas (Huda, 2006: 2).

Komoditi non-migas menjadi penting melihat harga migas yang terus merosot dan jumlahnya yang terus berkurang. Ditambah lagi komoditi non-migas jauh memberi nilai tambah dalam perkembangan perekonomian dan pembukaan lapangan kerja. Atas dasar ini pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas dan mulai memusatkan perhatian pada ekspor non-migas dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas produksi komoditas non-migas (Sukirno dalam Huda, 2006: 2). Sesuai dengan pembagian kategori ekspor menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, ekspor non-migas dibagi kedalam 3 sektor yaitu (Kementerian Perdaganagn n.d., diakses tanggal 2 Maret 2016);
1. Sektor Pertanian

2. Sektor Pertambangan (di luar minyak dan gas) dan

3. Sektor Industri
Sektor industri menempati peringkat pertama dalam sumbangan pada ekspor non-migas Indonesia, diikuti sektor pertambangan, dan terakhir yang terkecil adalah sektor pertanian. Kecilnya sumbangan sektor pertanian dalam ekspor non-migas Indonesia ini agak mengherankan mengingat Indonesia selama ini dikenal sebagai negara agraris. Selama beberapa tahun terakhir ekspor non-migas secara keseluruhan menunjukan kinerja yang cukup baik. Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja di sektor tersebut. (Lubis, 2009: 4). Luasnya lahan pertanian yang dimiliki Indonesia, kualitas lahan yang dimiliki, kultur budaya pertanian yang melekat kuat dalam masyarakat Indonesia dan sumber daya manusia yang dimiliki menjadi faktor yang seharusnya mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian disebutkan bahwa sektor pertanian memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor pertanian meliputi penyediaan pangan, bahan baku industri, lapangan kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup (Kementerian Pertanian, 2011, diakses tanggal 9 Januari 2016). Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk membahas sektor pertanian dalam ekspor non-migas Indonesia ke Jepang.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “KERJASAMA EKONOMI INDONESIA – JEPANG DALAM BIDANG EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA KE JEPANG PADA KOMODITAS PERTANIAN (2011 – 2015)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana terbentuknya kerjasama Indonesia dan Jepang dalam memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing?

2. Bagaimana perkembangan ekspor non migas dari Indonesia ke Jepang?

3. Apa hambatan yang dialami pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor non migas ke Jepang?
1.2.1 Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan pada kerjasama ekonomi yang terjadi antara  Indonesia dengan Jepang dalam bidang ekspor non migas pada komoditas pertanian 2011-2015.
1.2.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana kerjasama ekonomi yang terjadi antara  Indonesia dengan Jepang dalam bidang ekspor non migas pada komoditas pertanian periode 2011-2015 ”.
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Untuk mengetahui kepentingan nasional yang diperoleh dari adanya 

kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang.
b. Untuk mengetahui perkembangan yang dialami ekspor non migas dari 

Indonesia ke Jepang.

c. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami pemerintah 

Indonesia dalam meningkatkan ekspor non migas ke Jepang.
1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis
1) Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang.
2) Sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

3) Bagi pihak-pihak yang berkepentingan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, sumber informasi serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai aplikasi kebijakan pemerintah dalam ekonomi global untuk mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.
b. Manfaat Praktis

1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran tentang berbagai macam peluang yang didapat, hambatan seperti apa yang dialami dan upaya seperti apa yang harus dilakukan dari kerjasama ini sehingga bermanfaat bagi pengembangan industri yang bergerak di bidang non migas di Indonesia.
1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk memperkuat analisa diperlukan adanya suatu landasan yang dapat mempermudah proses penelitian ini. Sebagai pedoman penelitian dalam mengangkat permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan beberapa teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Mengawali pemaparan dalam kerangka teoritis ini, terlebih dahulu perlu dipahami tentang definisi dari hubungan internasional itu sendiri. “Pada dasarnya hubungan internasional adalah suatu cabang dari ilmu politik yang mempelajari interaksi antara beberapa aktor (baik aktor negara maupun aktor non-negara) dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang melintasi batas-batas wilayah antar Negara”.

Pergaulan internasional yang sudah tidak lagi mengenal batas, membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi setiap negara. Pergaulan internasional dalam konteks Hubungan Internsional meliputi beberapa segi hubungan. Dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang pengertian Hubungan Internasional seperti dibawah ini :
Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi lembaga perdagangan internasional, dan perkembangan nilai dan etika internasional.

Selain itu, sebagai tambahannya, dalam konteks Hubungan Internasional kontemporer, T. May Rudy dalam bukunya Hubungan Internsional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma, bahwa: 
“Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai...masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai “high politic”. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (nonstate actors)”.

Dari kedua penjelasan diatas, diperoleh suatu pengertian tentang Hubungan Internsional, yaitu bahwa interaksi yang terjadi antar negara tidak hanya terbatas pada hubungan resmi negara-negara saja, melainkan juga bisa dilakukan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok yang berasal dari pihak non-state. Ditambah lagi, bahwa ruang lingkup yang dikaji dalam ilmu Hubungan Intenasional menjadi lebih luas dengan mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial dan ataupun budaya. Lebih lanjutnya lagi, masih dalam buku yang sama, T. May Rudy juga menjelaskan bahwa:
“Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict). Tentu yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerjasama”.

Dengan demikian, adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam rangka untuk memenuhi serta mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya, maka memerlukan suatu kerjasama baik di tingkat regional ataupun internasional. Pemahaman mengenai kerjasama internasional, dikemukakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional. Adapun pengertian kerjasama internasional adalah sebagai berikut:
“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding dimana mempunyai; corak dan tujuan yang sama: keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”.

Atas dasar pendapat diatas, berkaitan dengan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, tentunya tidak terlepas dari peran faktor gabungan antara kerjasama ekonomi internasional dan ekonomi politik internasional. Dimana dalam kerjasama internasional yang begitu kompleks ini, suatu kebijakan politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari pertimbanga-pertimbangan perekonomian negaranya. Dan begitupula sebaliknya, kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara dalam konteks interaksi internasionalnya tidak akan terlepas dari pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan politik luar negerinya.
Kerjasama internasional itu sendiri terbagi atas empat bentuk, antara lain:

a. Kerjasama Global

Kerjasama yang memadukan semua bangsa di dunia danmempersatukan seluruh cita-cita bersama serta untuk menghindarkan disintegrasi internasional.
b. Kerjasama Regional

Kerjasama antara negara-negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan pandangan ekonomi, politik, sosial, budaya dari negara-negara yang hendak bekerjasama tersebut.

c. Kerjasama Fungsional

Kerjasma yang didasarkan pada fungsinya masing-masing, biasanya kerjasama ini meningkatkan bidang-bidang tertentu, misalnya: ekonomi, politik sosial budaya, dan lingkungan hidup.
d. Kerjasama Ideologis

Kerjasama yang dilakukan negara-negara yang menganut paham ideologi yang sama, dan bentuk kerjasama biasanya diberlakukan melalui suatu perjanjian.

Berdasarkan definisi dan jenis kerjasama internasional diatas, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang merupakan suatu kerjasama internasional yang termasuk dalam bentuk kerjasama fungsional karena kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan bidang ekonomi di kedua negara tersebut. Holsti dalam buku International Politics – A Framework for Analysis (1992) memaparkan bahwa ada beberapa alasan negara melakukan kerjasama, yaitu:
1. Untuk membantu keadaan perekonomian suatu negara

2. Untuk meningkatkan efisiensi

3. Untuk menghadapi masalah yang dapat mengancam keamanan bersama. Ancaman ini biasanya disebabkan oleh masalah-masalah yang sifatnya global seperti degradasi lingkungan, pencemaran udara, berkurangnya sumber daya alam dan lain sebagainya

4. Dengan kerjasama antar negara, akan muncul pola hubungan yang baik antar aktor internasional yang pada akhirnya dapat mencegah atau bahkan menghapuskan dampak negatif yang timbul dari tindakan-tindakan individu.
Salah satu aspek kerjasama diantaranya dalam bidang ekonomi maupun politik. Menurut Mohtar Mas’oed dalam bukunya Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan, mendefinisikan tentang Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut:
“...tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dan “pasar”, antaralingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat...ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yangmengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi”.

Pada dasarnya ekonomi politik merupakan serangkaian tali hubungan yang bersifat saling mempengaruhi atau saling berhubungan dan kait-mengkait diantara subjek dan objek variabel-variabel dasarnya terutama variabel-variabel yang berfaktor dari ekonomi, politik, dan sosial masyarakat (Ikbar, 2006: 65). Ekonomi politik internasional pada intinya membahas tentang siapa mendapatkan apa dalam sistem ekonomi dan politik internasional (Jackson& Sorensen, 2005: 75).
Setiap pemerintah suatu negara tertentu, tentunya mempunyai kewajiban untuk memperoleh dan meningkatkan kemakmuran ekonomi bagi warga negaranya. Demi tujuan ini, maka untuk mencapai kemajuan ekonominya, suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya, dengan harapan bahwa kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri dapat diperoleh dari hasil interaksinya dengan negara lain yang mempunyai kelebihan akan hal itu, baik itu secara bilateral ataupun multilateral. Sebagaimana telah dijelaskan oleh R.E.A Ma’moer dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Internasional, bahwa tujuan ekonomi internasional adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan dari ekonomi internasional merupakan kerjasama membantu antar negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak dapat, akan dipenuhi”.

Kerjasama antar negara terjalin dalam berbagai bidang dan salah satunya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini adalah ekonomi internasional karena menyangkut perekonomian antar dua negara atau lebih. Adapun definisi ekonomi internasional menurut Boediona dalam bukunya Ekonomi Internasional adalah:

“Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional antara satu negara dengan negara lain. Hubungan ekonomi bisa berupa pertukaran hasil atau aliran sarana produksi, hubungan ekonomi bias berbentuk hubungan kriditnya”.

Ada juga pendapat lain tentang ekonomi internasional yang didefinisikan oleh para pakar ekonomi seperti definisi ekonomi internasional yang dikemukakan oleh Dominic Salvatore dalam bukunya Ekonomi Internasional mengatakan bahwa tujuan ekonomi adalah:

“Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama Bantu membantu antar bangsa dan negara. Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan di dalam negeri dapat dipenuhi melalui bantuan atau kerjasama dengan negara lain”.

Selanjutnya pendapat Charles P. Kindeleberger dalam bukunya Internasional Economic memberikan pengertian mengenai perdagangan internasional antara lain sebagai berikut:

“Perdagangan internasional yaitu semua peralatan yang sudah digunakan untuk menunjukan dampak harga dan jumlah perdagangan internasional dapat juga digunakan untuk menunjukan keuntungan apa yang diperoleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perdagangan”.

Dalam perdagangan internasional terdapat suatu pertukaran baik barang ataupun jasa yang berkaitan dengan negara lain. Oleh karena itu Noeramil zhamri dalam bukunya Pemasaran Internasional mengemukakan pengertian perdagangan internasional sebagai berikut:

“Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasasuatu barang (produknya) dan negara lain. Perdagangan internasional biasanya menyangkut transaksi-transaksi yang independent”.

Dalam perdagangan internasional yang menjadi pelaku adalah pemerintah, sedangkan apabila yang menjadi aktor adalah perusahaan berarti telah terjalin bisnis internasional seperti yang diungkapkan oleh Bob Sugeng Hadi Winata dalam bukunya Politik Bisnis Internasional:

“Ekonomi internasional atau perdagangan internasional menitikberatkan perhatiannya kepada hubungan ekonomi antar negara. Sedangkan bisnis internasional, fokus perhatiannya adalah pelaku atau perusahaan yang memainkan peran bisnis internasional”.

Terciptanya kerjasama ekonomi Indonesia dengan Jepang adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional kedua negara itu. Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional menerangkan kepentingan nasional sebagai berikut:

Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan bangsa dan negara, dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam hubungan internasional, salah satu faktor terpenting yang mendorong aktor-aktor negara untuk berinteraksi dalah kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional sangat penting dalam menjabarkan dan mengerti tindakan suatu negara dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 35). Menurut E.H. Carr, pencarian kekuatan oleh suatu negara terwujud dalam perjuangan “Kepentingan Nasional”, sebuah istilah yang kemudian secara lebih luas didefinisikan sebagai tujuan kebijakan luar negeri (Burchill & Linklater, 2009: 95).

Kepentingan nasional dapat juga dikatakan sebagai tujuan dasar dan faktor akhir penentu yang memberikan arah pada para pembuat kebijakan negara dalam merancang kebijakan luar negerinya (Perwita & Yani, 2005: 35). Kepentingan nasional menurut Morgenthau (dalam Mas’oed, 1994: 18) adalah penggunaan kekuasaan dengan cara bijaksana dalam menjaga kepentingan yang dianggap paling utama bagi kelangsungan suatu negara. Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep vital dalam studi Hubungan Internasional karena kepentingan nasonal merupakan pondasi dari perumusan kebijakan luar negeri suatu negara (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional merupakan tujuan dari kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Kebijakan luar negeri dari suatu negara mengacu kepada kepentingan nasionalnya, dan masing-masing negara menetapkan cara yang dipikirkannya terbaik dalam menjalankan kepentingannya (Waltz, 1979: 1130). Karena hal tersebut, maka kepentingan nasional suatu negara bisa berubah. Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri juga bisa berubah-ubah, tergantung pada pemimpin yang berkuasa di pemerintahan negara tersebut (Perwita & Yani,2005: 49). Kepentingan nasional sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yakni Core / basic / vital interest dan secondary interest (Perwita & Yani, 2005: 52) :

1. Core/ basic/ vital interest, dalam hal ini, kepentingan yang akan dicapai memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga suatu negara bersedia untuk berperang demi mendapatkannya. Misalnya melindungi wilayah kedaulatannya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan (ideologi) yang dianut oleh suatu negara.

2. Secondary interest, dalam hal ini, kepentingan yang hendak dicapai oleh negara juga sangat penting. Namun perang bukanlah pilihan utama karena masih terdapat kemungkinan lain untuk mendapatkannya, seperti melalui jalur perundingan.

Kepentingan nasional juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yaitu (Plano, 1999: 176):

1. Kepentingan nasional inti, merupakan yang mendorong suatu negara dalam mempertahankan eksistensinya.

2. Kepentingan nasional jangka menengah, biasanya menekankan tuntutan negara lain untuk mencapainya.

3. Kepentingan nasional jangka panjang, ini tidak memiliki batasan waktu pencapainya. Kenyataannya, pemerintah suatu negara jarang menempatkan prioritas dalam kepentingan jangka panjang ini dan tidak menggunakan kebijaksanaan nasional untuk mencapainya, kecuali jika sangat penting bagi ideologi negara.
Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor melakukan kerjasama di antaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral (Perwita & Yani, 2005: 49). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kepentingan nasional menjadi prioritas dari sebuah negara. Jika kepentingan-kepentingan negara-negara dapat selaras satu sama lain, maka kerjasama merupakan cara terbaik dalam mencapainya, karena akan menguntungkan semua pihak. Konsep kepentingan nasional ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan uraian diatas. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Dari uraian tersebut maka dapat dianalisiskan sebagai berikut:
1. Kebutuhan barang yang semakin beragam, tingginya permintaan pasar dan keberagaman jenis permintaan ini, suatu negara tidak sanggup lagi mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri, sehingga memicu adanya kerjasama ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dan kepentingan nasional masing-masing negara.
2. Dalam perkembangannya hubungan perdagangan ini terkadang mengalami peningkatan dan penurunan tetapi menurut Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan, Jepang menempati posisi ketiga dalam perkembangan ekspor non migas Indonesia.
3. Terdapat dua hambatan yang dialami Indonesia dalam ekspor non migas ke Jepang, yang pertama yaitu hambatan internal; yaitu rendahnya kemampuan teknologi, birokrasi yang rumit, infrastruktur yang tidak memadai, belum optimalnya kualitas produk, lemahnya iklim persaingan usaha, modal yang minim, terbatasnya informasi tentang peluang dan peraturan pasar, lalu yang kedua adanya hambatan eksternal; yaitu masalah standarisasi dan aturan yang sangat beragam, isu lingkungan, karakteristik konsumen, persaingan dengan negara lain, dan melemahnya permintaan global.
1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menarik sebuah hipotesis yaitu: “Jika kerjasama ekspor non migas Indonesia ke Jepang pada komoditas pertanian berjalan secara optimal maka perkembangan ekspor non migas pada komoditas pertanian Indonesia ke Jepang akan semakin meningkat”.
1.4.3 Operasionalisasi Variabel dan Indikator
	Variabel dalam Hipotesis

(Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Jika kerjasama ekspor non migas Indonesia ke Jepang pada komoditas pertanian berjalan secara optimal
	1. Adanya kesepakatan kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang


	1. Data dan fakta adanya penandatanganan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007
www.ditjenkpi.kemendag.go.id


	Variabel Terikat:

Maka perkembangan ekspor non migas pada komoditas pertanian Indonesia ke Jepang akan semakin meningkat
	1. Adanya diversifikasi / keberagaman penerimaan dan mengeluarkan berbagai kebijakan serta upaya untuk meningkatkan ekspor non migas
	1. Data dan fakta mengenai adanya perkembangan ekspor non migas 
www.kemendag.go.id
2. Data dan fakta Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nonmigas (PEN) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak. menetapkan 179 program kegiatan promosi bersinergi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri.
http://djpen.kemendag.go.id


Sumber: Diolah oleh peneliti
2.4.4 Skema Kerangka Teoritis












1.5 Metode Dan Teknik Pengumpulan Data
1.5.1 Tingkat Analisis

Ada tingkat kelompok antara unit analisa dan unit eksplanasi, yaitu analisa reduksionis, analisa korelasionis, dan analisa induksionis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode korelasionis diaman unit eksplanasi dan unit analisanya berada di tingkat yang sama.
1.5.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematika suatu peristiwa atau masalah yang menjadi topik kajian secara sistematika dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut pandang sebab akibat serta dari penyusunan data. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak hanya membatasi pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut. Adanya pemaparan yang bertujuan untuk menggambarkan dan dianalisa, menjadikan metode ini sering disebut sebagai metode deskriptif analitis.

Fungsi dari penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menginterpretasikan data-data mengenai hubungan bilateral yang dilakukan Indonesia dan Jepang di bidang ekonomi pada ekspor non migas dari Indonesia ke Jepang.
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam peneliian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui: Library Research (Studi Kepustakaan) yaitu usaha mencari dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan literatur dan referensi, baik yang bersumber dari buku, laporan, surat kabar, majalah, ensiklopedia, arsip-arsip, internet, dokumen, maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Cara memperoleh datanya dengan mengolah data sekunder. Data sekunder yang ada dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik secondary analysis of data atau menganalisa data-data yang telah ada sebelumnya. Penulis mempelajari dokumen-dokumen dan data dari tulisan-tulisan tentang hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.
1.6 Lokasi Dan Lama Penelitian
1.6.1 Lokasi Penelitian

Untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, penulis menunjang beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung JL. Lengkong Dalam 11 No. 17 D, Bandung.

b. Perpustakaan CISRAL Universitas Padjadjaran JL. Dipati Ukur No. 46, Bandung, Jawa Barat 40132.

c. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran JL. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363.

d. Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta JL. Kolonel Kornel Singawinata No.10, Kec. Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41114.

e. Media Internet.
1.6.2 Lama Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, terhitung dari bulan Desember 2015 hingga April 2016.
1.7 Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS
Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenai tema atau masalah. Disini penulis menjelaskan secara umum mengenai kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang dalam bidang ekonomi..
BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT

Bab ini berisikan uraian masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini penulis membahas mengenai fenomena yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu ekspor non migas Indonesia ke Jepang, dalam bab ini juga penulis akan menjabarkan dan melakukan analisis terhadap data-data yang penulis peroleh selama melakukan penelitian.
BAB IV: VERIVIKASI DATA

Bab ini akan membahas dan berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat. 

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang menunjukan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan dan kata penutup.
Perdagangan


Internasional





Jepang





Kerjasaama Internasional





Indonesia





Kepentingan Nasional





Ekspor Non Migas (Sektor Pertanian)


Indonesia ke Jepang





Proses Kegiatan Ekspor Non Migas


(Sektor Pertanian) Indonesia ke Jepang





Upaya yang Dilakukan


Pemerintah Indonesia


Untuk Meningkatkan


Ekspor





Perkembangan Ekspor


Non Migas Indonesia ke Jepang





Hambatan


Yang dialami


Dalam Ekspor

















� Jetro, 2007, diakses tanggal 9 Januari 2016.


� K.J. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987), hlm.26.


� Ibid.


� T. May Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma. (Bandung: P.T Refika Aditama,2003)., hlm. 1.


� Ibid.


� Koesnadi Kartasasmita, Organisasi dan Administrasi Internasional (Bandung: Fisip UNPAD Press, 1983), hlm. 83.


� Teuku May Rudy, Organisasi dan Administrasi Internasional (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm.6.





� Mohtar Mas’oed, Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.4.


� R.E.A Ma’moer, Ekonomi Internasional, (Jakarta: Pustaka Utama, 1974), hlm. 1.


� Boediana, Ekonomi Internasional (Jakarta: LP3S, 1981), hlm. 3


� Dominic Salvatore, International Economic (Cambridge: Cambridge University, 1984), hlm. 1


� Charles P. Kindeleberger, International Economic (New York: Nwand Co., 1986), hlm. 48


� Noeramil Zhamri, Pemasaran Internasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 5


� Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional (Jakarta: Refika, 2002), hlm. 18.


� Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional (Terjamahan Wawan Juanda) (Bandung: Putra A. Bardin,1999), hlm. 7.








1

*


